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kaltengtoday.com – Sampit. DPRD Kotim bersepakat mengambil keputusan untuk melakukan 

pergeseran  sejumlah pos anggaran melalui struktur APBD Tahun Anggaran 2020. Hal itu 

dilakukan setelah mengetahui kondisi kesiapan penanganan virus Corona Covid-19 di Kotim 

serba kekurangan. 

“Setelah melalui paparan Tim Gugus Depan Covid-19 kemarin, kami bersama ketahui kondisi 

penanganan nya memang serba kekurangan makanya kita ambil sikap untuk sepakat melakukan 

pergeseran sejumlah pos anggaran dialihkan dalam penanganan Covid-19,” kata Ketua IV DPRD 

Kotim, Sanidin, Jum’at (3/4/2020). 

Sanidin menambahkan, mereka sepakat untuk mengalihkan  sejumlah pos anggaran yang akan 

diperuntukkan membantu kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kotim. 

Termasuk dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis dalam melaksanakan 

tugas penanganan wabah Covid-19 ini. 

“Semoga dana tersebut dapat dimanfaatkan sesegera mungkin untuk penanganan wabah Corona, 

mulai dari puskesmas sampai rumah sakit. Kami juga berharap APD yang hingga saat ini masih 

kurang lengkap agar segera dilengkapi, terlebih bagi rumah sakit rujukan yang ditunjuk di 

Kotim,” ujar Sanidin. 

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kotim, Sutik menegaskan, pihak Pemkab Kotim tidak 

boleh main-main dalam penanganan pencegahan virus Corona Covid-19 ini. 

“Sikap resmi kami tegas bahwa pemerintah tidak boleh main-main dengan masalah Covid-19 ini. 

Seluruh kebutuhan penanganan harus dipastikan tersedia,” tegas Sutik. 

Sutik menekankan, setelah anggaran penanganan itu digelontorkan, pihaknya berharap tidak ada 

kendala fasilitas dan prasarana yang dihadapi tim gugus tugas yang sudah dibentuk dalam 

melaksanakan tugasnya. 

“Bukan lagi waktunya Rakor dan analisis. Ini situasi di depan mata sudah berbahaya. Ini harus 

diperhatikan dan ditangani dengan serius, segera dilakukan langkah-langkah kongkrit agar 

masyarakat percaya kinerja pemerintah,” Demikian Sutik. 

Sementara itu berdasarkan pemaparan Bappeda Kotim dalam rapat koordinasi lintas komisi 

digedung parlemen daerah setempat, pada kamis (2/4/2020) kemarin, dana yang diperlukan 

untuk penanganan covid-19 sekitar Rp 60 Miliar dengan asumsi pertama pergeseran dana 

pilkada, belanja pelaksanaan sampit expo, dana insentif Daerah. 

Kemudian pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 25%, pengurangan belanja makan 

minum 25%, dana alokasi khusus non fisik kesehatan, serta pengurangan pengadaan 

perlengkapan dan atribut pakaian dinas. [Red] 

 



Sumber berita: 

https://kaltengtoday.com/ DPRD Kotim Sepakati Kebutuhan Dana Penanganan Covid-19 Rp. 60 

Miliar, Senin, 20 April 2020 

 

Catatan berita: 

 Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala 

Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan 

pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19. 

 Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD. 

 

 Pasal 4 menyebutkan: 

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dam pak pen ularan CO VID-1 9 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

rancangan perubahan APBD. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan 

langsung pada belanja tidak terduga. 

(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, 

Pemerintah Daerah menggunakan: 

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta 

pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

Dasar Hukum: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

 


